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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

IKATAN DINAS KEANGGOTAAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan

Presiden tentang Ikatan Dinas Keanggotaan Kepolisian Negara

Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG IKATAN DINAS

KEANGGOTAAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

www.peraturan.go.id
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Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

selanjutnya disebut Anggota Polri adalah pegawai negeri

pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Ikatan Dinas adalah hubungan hukum antara Anggota

Polri dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia selama

kurun waktu tertentu.

3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang karena jabatannya diberikan

wewenang melaksanakan pengangkatan, pemindahan,

dan/atau pemberhentian Anggota Polri sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1) Anggota Polri menjalani dinas keanggotaan dengan Ikatan

Dinas.

(2) Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Ikatan Dinas pertama;

b. Ikatan Dinas lanjutan; dan

c. Ikatan Dinas khusus.

Pasal 3

(1) Ikatan Dinas pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (2) huruf a berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak

diangkat menjadi anggota Polri.

(2) Ikatan Dinas pertama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dituangkan dalam bentuk surat perjanjian yang

ditandatangani oleh calon Anggota Polri dan Pejabat yang

Berwenang setelah lulus pendidikan pembentukan.

(3) Anggota Polri yang akan mengakhiri Ikatan Dinas pertama

wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada

Pejabat yang Berwenang paling lambat 6 (enam) bulan

sebelum masa Ikatan Dinas pertama berakhir.

(4) Anggota Polri yang telah menjalani masa Ikatan Dinas

pertama dan tidak mengajukan permohonan pengakhiran
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